


https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


 

vii 

 

HALAMAN PERSEMBAHAN 

 

 
Skripsi ini saya persembahkan Kepada Allah SWT yang memberi 

kesehatan, membuka wawasan ilmu pengetahuan, memberikan 

kelancaran dalam mengerjakan skripsi. Sholawat serta salam selalu 

terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak lupa saya ucapkan 

yang pertama, banyak terima kasih kepada kedua orang tua saya yang 

memberi kesempatan bagi saya untuk menempuh dan menyelesaikan 

pendidikan sarjana, memberi dukungan secara mental dan finansial, dan 

senantiasa memanjatkan doa doa sepanjang jalan yang saya tempuh. 

Ucapan terima kasih selanjutnya saya ucapkan kepada supporter setia 

saya selama menyelesaikan pendidikan yaitu Aryaseptya Syalendra yang 

pada saat proses penyelesaian skripsi ini, beliau sedang menempuh 

Pendidikan Sarjana Hukum di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. 

 

Surabaya, 3 Juni 2024 

Yang membuat pernyataan, 

 

 

 

Aryasepta Syaelendra 

NBI: 1312000056 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

viii 

 

KATA PENGANTAR 

 
Segala puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT yang 

telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga saya sebagai 

penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul 

“PERTANGGUNG JAWABAN BADAN INTELEJEN NEGARA 

ATAS TERSEBARNYA ALAT BUKTI PENYADAPAN PADA 

TINDAK PIDANA TERORISME”. Skripsi ini diajukan sebagai 

syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas 17 

Agustus 1945 Surabaya. 

Penulisan penelitian ini dapat selesai karena saya sebagai penulis 

mendapat bimbingan, dukungan, dan bantuan dari banyak pihak, 

sehingga pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terimakasih kepada: 

1. Allah SWT yang telah melimpahkan karunianya, yang selalu 

menjadi tujuan penulis dalam masalah apapun, kapanpun, dan 

dimanapun dengan segala emosi yang dimiliki oleh penulis; 

2. Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, M.M., CMA., CPA Selaku Rektor 

Universitas 17 Agustus 1945 Suraaya; 

3. Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H.,M.H Selaku Dekan Fakultas 

Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya; 

4. Bapak Dr. Frans Simangunsong, S.H., M.H Selaku Dosen 

Pembimbing saya yang sangat sabar dalam membimbing saya, 

memberikan masukan masukan, dan juga memberikan semangat 

kepada saya dalam penulisan skripsi saya sehingga dapat berjalan 

dengan lancar; 

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 

1945 Surabaya yang telah mendidik dan memberikan ilmu yang 

sangat bermanfaat untuk saya; 

Semoga kebaikannya akan dibalas oleh Allah SWT. Akhir kata 

yang semoga penulisan skripsi ini bermanfaat. 

Surabaya, 3 Juni 2024 

Yang membuat pernyataan, 

 

Aryasepta Syaelendra 

NBI: 1312000056 



 

ix 

 

ABSTRAK 

 

Bukti penyadapan termasuk dalam bukti rahasia yang perlu 

dijaga dan menjadi kebutuhan Intelijen Negara untuk membuktikan di 

pengadilan, ini menjadi krusial untuk diingat bahwa bukti rahasia ini 

adalah tanggung jawab Intelijen Negara untuk menjaga kerahasiaannya. 

Kelalaian maupun kesengajaan personel Intelijen Negara dalam menjaga 

bukti penyadapan yang biasanya berupa rekaman percakapan suara atau 

pesan teks pribadi dari tersangka dan/atau pelaku terorisme menjadi 

penting ketika menyangkut jaminan kerahasiaan yang diatur dalam 

Undang-Undang. Pembuktian bukti rahasia di pengadilan diperlukan 

untuk tujuan penyelidikan lebih lanjut. Intelijen Negara dapat 

mendapatkan izin untuk melakukan penyadapan selama enam bulan 

berikutnya hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Kurangnya 

undang-undang yang secara spesifik mengatur tanggung jawab Badan 

Intelijen jika terjadi kelalaian dalam menjaga bukti menjadi penting dan 

tidak terbatas pada sanksi kode etik. Menggunakan metode yuridis 

normatif untuk menemukan dasar pentingnya memperbarui kode etik 

Badan Intelijen dalam mempertanggungjawabkan bukti yang dibawa 

oleh setiap personel. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk 

menentukan bentuk akuntabilitas Badan Intelijen Negara dalam 

tanggung jawabnya. 

 

Kata Kunci : Penyadapan, Badan Intelijen, Terorisme 
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ABSTRACT 

 

Wiretapping evidence include in confidential evidence which need 

to be guarded and become State Intelligence needs for prove at trail court 

purpose, this become crutial to keep in mind this confidential evidence is 

State Intelligence’s responsibility to keep convidential secret. negligence 

nor deliberate State Intelligence personel in keeping wiretapping 

evidence that usually form as voice convertation record or personal text 

massages from suspects and/or terorism executant becomes important 

when it comes to confidential guarantee remembering it writtens on 

Undang – undang, proofing convidential evidence on court are needs to 

prove for the purpose of next investigation. State Intelligence can get 

permission doing wiretapping for the next six month untill undetermined 

time limit, Lack of laws in which regulates specifically regarding the 

responsibilities of the Intelligence Agency if negligence occurs in 

preserving evidence becomes important and not limited to code of ethics 

sanctions. Using normative juridical methods to find out the basic basis 

for the importance of updating the Intelligence Agency's code of ethics in 

accounting for the evidence carried by each personnel. Apart from that, 

this research also aims to determine the form of accountability of the State 

Intelligence Agency in its responsibilities. 

Keyword: Wiretapping. State Intelligence Agency, Terrorism 
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